
 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 9 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PASURUAN 

 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
telah diubah yang ketiga kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Pasuruan tentang Uang Jasa 
Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan; 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

4. Undang-Undang... 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3241); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasuruan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4416) sebagaimana telah diubah yang 
ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 Pasuruan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Insentif dan Dana Operasional; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

13. Peraturan Daerah... 
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13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010; 

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2005-2025; 

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf 
Ahli Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015; 

16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2011 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 
2015; 

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :   PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG JASA 

PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Pasuruan. 

2. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa 
pengabdiannya setelah yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat. 

3. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
pimpinan dan anggota DPRD. 

 
Pasal 2 

 
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia 

atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa 
pengabdian. 

 
(2) Uang Jasa… 
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(2) Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud ayat 
(1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 
1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang 
representasi; 

b. masa bakti kurang sampai dengan 1 (satu) 
tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 
(satu) bulan uang representasi; 

c. masa bakti kurang sampai dengan 2 (dua) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (satu) 
bulan uang representasi; 

d. masa bakti kurang sampai dengan 3 (tiga) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) 
bulan uang representasi; 

e. masa bakti kurang sampai dengan 4 (empat) 
tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 
(empat) bulan uang representasi; dan 

f. masa bakti kurang sampai dengan 5 (lima) 
tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 
(lima) bulan uang representasi; 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan meninggal 
dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. 

 
 

Pasal 3 
 
Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Uang Representasi Ketua DPRD diberikan sebesar 
Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). 

b. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD diberikan 
sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima 
puluh ribu rupiah). 

c. Uang Representasi Anggota DPRD diberikan masing-
masing sebesar Rp 1.575.000,00 (satu juta lima 
ratus tujuh puluh lima ribu rupah). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 4… 
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Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 
 

 
Ditetapkan di  Pasuruan 
pada tanggal 11 Maret 2016 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 
 

SETIYONO 
 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 Maret 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 9 
 
 
 
 
 


	SETIYONO

